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TENTANG

TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAF PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

DI PEMERINTAH DAERAH

MENTER] DALAM NEGER],

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 avat [4) Peraturan
Pemerintahh Nomeor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menerangkan, Menteri berwenang
memberikan persetujuan terhadap tambahan penghasilan
pegawal Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Dacrah;

b. bahwa EKeputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 900-
4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Mented
Dalam Negen Terhadap Tambahan Penghasilan Pepawai
Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, sudah tidak
sosual deigan koodisi pada saal ol setinges perlu digand;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huaraf b, perlu menctapkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri  tentang tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Pemerintah Daerah;

1. Undang-Undang MNomeor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Z00S Nomor 166, Tambahan Lembaran MNegara
Repu blik Indonesia Nomor 49 16);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tahun 2023 Nomor 141, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Uncang-
undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Fengeant Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Herja menfadi  Undang-Undang
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomor 6856);



Menetapkan

e

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Kevangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah [Lembaran Negara Republilke Indonesia Tahun 2022
MNomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757

. Peraturan Pemeriniah Nomor 18 Tshun 2016 tentang
Perangkat Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) sekagaimana telah diubah denpan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkai Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor 187, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 6402];

6. Peraturan Pemerintah Momor 11 Tahun 2017 tentang
Maongjemen  Pegawai  Negeri Sipil  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeriniah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomm- 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor GO4G1);

&, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelelaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201% Nomeor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

9. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kere di Lingkungan
Liepartemen Lralam Megerl dan Femermniah Laerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

11. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 35 Tahun 20132
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan HRementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

12. Peraturan Menterl Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 45 Tahun 2032 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negern Sipil di Lingkunpan
Instansi Pemerintah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1047);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daersh (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

L

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER] DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA
FERSETUJUAN MENTERI DalAM NEGERI TERHADAP
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH DAERAH,
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KESATU : Pemerintah  Dacrah menctapkan pemberian  Tambahan
Penphasilan Pegawal Aparatur Sipil Negara (TPP ASN)  di
Pemerintah Daerah dengan peraturan kepala daersh setelah
mendapat persciujuan tertulis Menteri.

KEDLUA : Permohonan  persetujusn tertulis Menteri  sebagaimana
dimaksud pada Dktum KESATU ditgjukan kepada Menten
Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

KETIGA : Permohonan persetujuan  tertulis Menteri  sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA ditindaklanjuti dengan proses
oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melakukan identifiliasi
kriteria TPP ASN pada setiap jabatan vang terdiri dari:

. beban kerja;

. prestasi kerja;

kondisi kerja;

. tempat bertugas,

kelangkaan profesi; danfatau

pertimbangan objektil lainnya,

dengan rincian uraian sebagnimana tercantum dalam lampiran

vang merupakan bapian tidak terpisahlkan dan HKeputusan

Menteri ini.

“ennop

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Mentern 1mi mulan berleku maka Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap
Tambahan Penghasilan Pegawal Aparatur sSipgal Negara dh
Lingkungan Pemerintah Daeral, dicabut dan dinvatakan tidak
berialou.

KELIMA ¢ Keputasan Menteri ini mulai berlaku pada pemberian TPP ASN
Tahun Anggaran 2026,

Ditetaplan di Jakarta

pofe, Biro Umum pada tanggal 10 Juni 2024
' MENTERI DALAM NEGERI,
\ ey Fog@i Y Sctya Hadi, S.STP, M.A.P ted
s, A
/v ReoBBa TKT (IV/ b
MIP. 19771124 199810 1 Q01 MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

. Presiden Repuhblik Indonesia;

. Walil Presiden Republik Indonesia;

. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

. Menteri Keuangan;

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
. Gubernur di Seluruh Indonesia; dan

. Bupati dan Walikaota di S8eluruh Indonesia.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGER!
NOMOR 200.1.3.2 — 1287 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM
NEGERI TERHADAP TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL. NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN PEMDA

TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyvelenggaraan
pemerintahan di daerah  dan  diharapkan  dananva bersumber dard
elisiensi/optimalisasi pagu angparan belanja Pemerintah Daerah dan/atay
peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan, TPP ASN diberikan sccara
bertahap sesuai dengan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fislkal Daerah, Indeks
Kemahalan  Konstruksi, dan kemajuan  keberhasilan/capaian  indeks
penyelenggaraan pemenntah daerah, TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja,
tempat bertugas, kondigi kerja; prestasi kerja, kelangkszan profesi, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

|. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamalkan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan,

2, Akuntabel dimeksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3, Proporsionalites dimaksudkan  pemberian TPP ASN mengulamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai,

4. Efektil dan efisien dimaksudkan bahws pemberian TPP ASN sesuai dengan

targel atau tujuan dengan tepat waktu sesual dengan percncanaan kinerja vang

ditetaplan,

Keadilan dan kesetarasn dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus

mencerminkan rasa keadilan dan kesameaan untuk memperoleh kesempatan

akan [ungs dan peran scbapal pegawai ASN.

B, Kesejahieraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk
menjamin kescjahteraan pegawai ASN.

7, Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebapai  hasil
optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Dacrah,

[#)]

B. TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI
[. Kriteria Pemberian TPF ASN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawal ASKN di Lingkungan Pemerintab
Daerah dapat diberikan TPP,

2. TPP ASN sebagaimana dimaksud angka (1) adalah;
a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
THFP ASN berdasarkan tempat bertugas;
TPP ASN berdasarkan kondisi kerja,
TPP ASN berdasarkan kelangkaan profest; dan/atau
TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektil lainnyva.

o
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3. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud angka (2] huraf
{a) adalah :

a. Diberikan kepada Pegawai ASN vang dalam melaksanakan tugas
melampaiun beban kerja normal minimal 1 12,5 .Jam perbulan [seratur dua
belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 Jam
perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan

k. Alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja adalah minimal 5% (lima
persen| dari besaran basic TPP Provinsi atau Kabupaten/Kota,

4. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimans dimaksud anghka (2) hurafl
(b} adalah:

a. Diberikan kepada ASN vang memiliki prestasi kerja yvang tinggi sesuai
hidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan digtasnya; dan

b. Besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemarpuan
lkeeuangan daecrah  darn besaran basic TPP ASN  Provinsi  ataun
Kabupaten/Kota.

5. TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas schagaimana dimaksud angka [2)
hural {c) adalah:

a. Diberikan kepada pegawal ASN yang dalam melaksanakan tugasnva
berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpeneil,
tertinggal, terluar, dan daerah konllik;

b. Tingkat kesulitan tingg dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks
TPP tempal bertuges, yvang didapatkan darl perbandingan Indeks
Hesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geogralis
terendah di wilayah Provins atau Kabupaten /Kota,

. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan
Geografis Desa terendah di Provins! atau Kabupaten [Kota; dan

d. Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas adalah paling tinggi sebesar
S50% dari basic TPP ASN Provinsi atau Kabupaten/ Kota apabila Indeks TPP
Tempat Bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).

G, TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja schagaimana dimaksud angka (2) huruf
[d) adalah:

a, Diberikan kepada Pegawal ASN  yang mclaksanakan tugas dan
tanggungjawab memiliki resiko tinggl seperti resiko Keschatan, keamanan
Jiwa seria bersinggungan dengan Aparat Penepak Hukum;

bh. Rincian kriteria TPF ASN berdasarkan kondisi kerja schagaimana
dimaksud angka 1, adalah selurubh Pepawsi ASN yang melaksanakan
tugas pada kriteria sebapgai beribuot:

1] pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penvakit menular;

2| pekerjaan vang  berkaitan  langsung dengan bahan  kimia
berbahava/ radiasi, bahan radicaktf;

3l pekerjaan yang berisiko déngan Keselamatan kerja,

4} pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;

c. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai
kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Provinsi atau
Kabupaten / Kota.
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7. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Prafesi sebagaimana dimaksud angka [2)
huruf (e) adalah;

a. Diberikan kepada Pegawai ASN yvang melaksanakan tugas pada krileria
schagal berikut:
1) keterampilan yang dibutubkan untuk pekerjaan ini khusus;
2) kualifikasi Pcgawal ASN di pemerintah daerah sangat sedikit/hampir

tidak ada yang bisa memenuhi pckerjaan dimaksud; dan/atau

b. Atau TPP AEN berdasarkan kelanghaan profesi di berikan kepada pegawai
ASN yang melaksanakan tugas pads jabatan pimpinan tertinggi di
pemerintah daerah;

c. Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelanghkaan profesi oleh Kepala
Daerah; dan

d. Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10%
[sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kabupaten/ Kota,

8. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Ohbjektil Lainnya sebagaimana
dimaksud angka (2) huruf {f] adalah:

a. Diberikan kepada pegawal ASN scpanjang diamanatkan cleh peraturan
perundang-undangan: dan

b. Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektil Lainnya sesuai
kemampuan keuangan dacrah dan karakteristik daerah,

9, Tim TPP ASN pada Pemerintah Dacrah Provinsi dan Kabupaten/Kota
menghklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daecah ke dalam kriteria
TPP ASN pada TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat
[:u:rlug&s, kondis: k:r_ia dan k:langlc&an profest serta pertimbangan objektil
lainnya.

. PEMBENTURKAN TIM TPF ASN PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN

KABUPATEN /KOTA

Dalam rangka persetujuan pemberian TPP ASN Pemda ditetaplean:

a) Tim TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan
Hetua adalah Bekretaris Daerah serta sekarang-kurangnya terdin darn unsur
perangkat daerah yang membidangi, antara lain:

1] pengelolaan keuangan dagrah bertugas melakukan perhitungan terkait
pengangeeran TPP ASN Pemerintah Daerah;

organisasi  bertugas  untuk  melakukan  perhitungan  indeks

penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-

jabatan yang masuk dalam kntena beban kerja, prestasi kerja, kondisi
kerja, kelangkaan profesi danfatau pertimbangan objektil lainnya;

3| kepegawalan bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan
herdasarkan masing-masing kelas jahatan;

4] hukum Menyusun perkada TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk
hukum daerah;

5] perencanaan bertugas untuk memastikan penganpgaran terkait TPP ASN
Pemerintah Daerah; dan/atau

A pengawasan bertugas untuk melalmkan pengawasan pelaksanaan TPP
ASN pada Pemerintah Dacrah scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

7l komunikasi dan informasi bertugas melakukan komunikasi dan
menginformasikan kebijakan TPP ASN pada Pemerintah Daerah.

2
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Tim TPP ASN pada Pemerintah Dacrah Provinsi dan Kabupaten /Kota ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah,

PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI TERKAIT TPF ASN PEMERINTAH
DAERAH

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawal ASN
setelah mendapatkan persetujuan Menterl Dalam Negeril. Persetujuan tersebut
diberikan dengan tahapan sebagai berikut;

1. Melakukan penginputan data terkait penjabaran TPP ASN pada masing-
masing jabatan melalui aplikasi simona kemendagrigo.id, dan melaporkan
pelaksanaan penginputan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris
Jenderal;

2. Penjabaran TPP ASN pada masing-masing jabatan dengan mengidentilikasi
jebatan-jabatan vang masuk dalam kriteria beban kerjs, prestasi kerja,
kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan
objektil lainnya.

. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Rota mengajukan verifikasi
kepada Biro Orpanisasi Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian
Dalam Negeri dan selanjutnya melakukan penginputan data  terkait
penjabaran TPP ASN pada masing-masing jabatan melalui aplikasi
simona. kemendagri.go.id]

4. Betelah  mendapatkan  verifikasi, Pemennotah Daerabh mengajukan

persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan
Daerah,

&

PENETAPAN BESARAN TPP ASN PEMDA PADA MASING-MASING JABATAN

Peraturan Kepala Daerah mengenai TPP memuat diantaranya terkait penetapan
besaran TPP ASN pada Pemerintah Daerab vang didasarkan pada parameter
sebagai berikuat:

a. Kelas Jabatan;

b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;

¢. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan

d. Indeks Penyvelengearaan Pemerintah Daerah,

Besaran Basic TPP ASN yvang dapat diberikan oleh pemerintah daerah diperoleh
menggunakan rumus:

*Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuan ketentuan peraturan
perundang-undangan) ¥ (Indelks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Hemahalan
Konstruksi) x {Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)”

a. Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabalan schagai suatu
proses manajemen sumber daya manusia yang digunokan untuk menilai
suaty jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang
discbut sehagai faktor jabatan, Faktor jabatan terdiri dari:

1) Fuktor jabatan strulktural, terdiri dari:
d) ruang lingkup dan dampak program,
b pengaturan organisasi;
c] wewenang penyelizan dan manajerial;
d] hubungan personel;
€] kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
) kondisi lain.
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2) Faktor jabatan fungsional, terdiri dari;
a) pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
b) pengawasan penyelia;
c] pedoman;
d) kompleksitas;
g] ruang linpkup dan dampak;
[l hubungan personal;
g} tuuan hubungan;
hj persyaratan hsik; dan
ij [ingkungan pekerjaan.
Kelas Jsbaten diatur dengan Peraturan Kepala Daesrah  tersendic
berdasarkan ketentuan perundang-undangan

b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD] adalah kemampuan keuangan
masing-masing daerah vang dicerminkan melalui pendapatan daersh
dikurangi dengan pendapaian yang penggunasnnya sudah ditentukan dan
telanja tertentu, Kapasitas fiskal daerah dikelompokican berdasarkan Indeks
Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Bobot masing-masing kategori kapagitas fislkeal dalam penentuan besaran
TPP ASN adalah sebagai berikut:

1} Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tingg: bobot 1;

2) Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi: bobot 0,85,

3] Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang: bobot 0,73

4] Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah: bobot 0.55: dan

5| Kelompeok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah; bobot 0.4,

r Indeke  Kemohalan Kontruksi  (IKK] diponakan sehapai prosy nntuak
mengukur tingkat kesulitan geografis suatu dacrah, semakin sulit letak
geagralis suatu daerah maka semakin tinggt pula tingkat harga di daerah
tersebut. Oleh karena itu, KK digunakan sebagai (akior koreks: tingkat
kemahalan masing-masing daerah, vang diperoleh dar perbandingan TKK
masing-masing daerah dengan [KK Provins: DKl Jakarta dan Kota Jakarta
Pusat, sesual peraturan perundang-undangan.

Contoh:

1. Perbandingan indeks kernahalan konstruksi Provinsi Jawa Timur (100,22)
dengan indeks kemahalan konstruksi Provinsi DKl Jakarta [121,48) =
01,82 sehingga diperolch bobot [KK Provinst Jawa Timur sebesar 0,82,

2. perbandingan indeks kemahalan konstruks] Kabupaten Tulungsgung
{100,95) dengan indcks kemahalan konstruksi Jakarta Pusat (124,96) =
0,80 schingea dipereleh bohot KK Kabupaten Tulungapung sebesar G 80,

d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daersh (IPPD] terdini atas vanable
pengungkil dan variahle hasil terkait penyelenggaraan pemda, dengan bobot
masing-masing sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan 7 % (tujuh
persen),

Komponen variabel pengungkit adalah terdiri atas:

1) Opini Laporan Keuangan;

2| Laporan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
3) Kematangan Penataan Peranghkat Daerah;

4) Indels Inovasi Daerah;

5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;

6] Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan

7] Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah,
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dengan masing-masing nilal rincian komponen variabel pengungkit di atas
adalah sehagai berikut:

a) Opini Laporan Kewangsn [bobot 22%), skor opini laporan keuangan
diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) WTP pada tahun terakhir, nilai 1000

(2] WDP pada tahun terakhir, nilai 750

[3) Tidak Wajar pada tahun terakhir, nilal 500

[4) Tidak memberikan pendapat pada tahun terakhir, nilai 250

Skor Opini Laporan Keuwangan (SOLK] = nilai % bobot
b} LFPD [bobot 18%), skor LPPD diperoleh dari tingkat capaian skor kinerja
LPPD dacrah dengan rincian scbagai berikut:

(1) Bangat Tinggi, nilai 1000
(2) Tinggi, nilai 750

(3} Sedang, nilai 300

(4) Rendah, nilai 250

Skor LPPD (SLPPD) = nilai x bobot

C

s

Kematangan Penataan Peranghat Daerah (bobot 6%, skor Kematangan
penataan perangkat daerah diperoleh dan perhitungan dengan rincian:
(1) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, nila 1000

(2) Tingkat Kematangan Tingg, nulai 800

(3) Tingkat Kematangan Sedang, nilai 600

(4) Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400

(3) Tingkat Kematangan Sangatl Rendah, nilai 200

Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SEPPD) = nilai x bobot

d) Indeks Inovasi Dacrah [bobal 2%), skor indeks inovasi dacrah dihitung

berdasarkan indekts inovast daerah sebagal berikut:

(1} Indeks Inovasi Daereh kategori sangat inovatil dengan skor 60,01-100,
nilai 1000

12} Indeks Inovasi Daerah kategori inovatif dengan skor 35,00-60,00, nila
7ol

(3) Indeks Inovasi Daerah kategori kurang inevatil dengan skor 0,01-
34,99, nilai 300

14 Indeles Inovasi Daerah tidak dapat dinifai dengan skor O, nilai O

Skor Indeks Inovasi Daerah (S11D) = nilal x bobot

¢) Prestasi Kerja Pemerintah Da¢rah (bobot 13%), skor Prestasi Kerja

Pemerintah Dacrah di hitung berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun

2008 scbagai berikut:

|1) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan
prestasi kerja sangat baik (A), nilai 1000

(2] Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1.1H) dengan
prestasi kerja baik (B), nilai 800

(3] Rata-rata hesaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70-0,89 dengan
prestasi kerja culup (C), nila: 600

(4] Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50-0,69 dengan
prestasi kerja sedang (D), nilai 400

(5) Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,50
dengan prestasi kerja kurang (El, nilai 200

Slkor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SFKPD) = nilai x bobot



LR

I} Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 29%), skor rasio belanja perjalanan
dinas dihitung berdasarkan persentase belanje perjalanan dinas terhadap
APBD diluar Belanja Pegawai sebagai berikut:

(1] Besaran Belanja dibawah atan sama dengan 2%, nilad 1000
{2) Besaran Belanja 2,01% - 4%, nilai 800

[3) Besaran Belanja 4,01%: - 6%, nilai 600

(4} Besaran Belanja 5,01% - 8%, nilai 300

[3) Besaran Belanja diates 8%, nilal 200

Bkor Ragio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD] = nilal x bobol

g] Indeks Relormasi Birokrasi Femerintah Dacrah (bobiot 30%), skor indeks
reformast  birokrasi pemerintzh  daerah di hitung sesuai  dengan
ketenteuan peratoran perundang-undangan:

(1) Indeks Reformasi Birckrasi Pemerintah Daerah kategori AA, nilai 1000
{2) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Dacrah kategor 4, nilai 950
[3) Indeks Relormasi Birokresi Pemerintah Daerah kategori BB, nilai 200
{4) Indeks Reformasi Birokrasi Pemernintah Daerah kategori B, nilai 850
[5) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori CC, nilai 800
{8) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah katepori C, nilai 500
{7) Indelks Reformasi Birokresi Pemenntah Dacrah kategorn D, nila 250

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah [(SIRBPD) = nilai x
bobot

Komponen variabel hasil terdiri ains:

a) Indeks Pembangunan Manusia; dan

b Indeks Gini Ratio,

dengan masing-masing nilai rincian komponen wvariabel hasil diatas
adalah sebagai berilut:

a) Indeks Pembanpgunan Manusia (IPM), (bobotr 49%), skor indeks
pembangunan manusia berdasarken hasil survey Badan Pusat
Statistik sebagai berkut:

{1} Besaran IPM sama dengan atau diatas B0, nilal 1000
(2) Besaran I[PM 70-78, nilai 750

(3) Besaran IPM 60-69, nilai 500

{4) Besaran |PM dibawah 60, nilai 250

Skor Indeks Pembangunan Manusia {SIPM) = nilai x bobot

B Indeks Gini Ratio (bobot 3%), skor indeks gind ratio pemerintah daecrah
berdasarkan hasil suvey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
(1) Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35, nikai 1000
{2) Indeks Gini Ratio 0,36-0,49, nilai 700
(3) [ndeks Ginir Ratio sama dengan atau diatas 0.5, nilai 350
Skor Indeks Gini Ratio (SIGR] = nilai x bobot

Untuk menghitung Skor Kategori Indeks Penyvelengaraan Pemerintah Daerah
(SKIPD) adalah sebagal berikut:

SKIPD = {variabel pengungkit) + (variabel hasil]
= (¥ {[0,22 x SOLK) + (0,18 x SLPPD) + (0,06 x SKPPD) + 0,03 x SIDj
+ (0,13 x SPRPD) + (0,02 x SRBPD} + 0,3 x SIRBPD)) +
(% 10,04 x BIPM) + (0,03 x SIGR))
= (220 + 180 + 60 + 20 + 130 + 20 + 300) + [4+3)

= 1000
1. Indelks Penvelenggaraan Pemda dengan skor diatas 800, hobot 1

2. Indeks Penyelengearaan Pemda dengan skor diatas 701-800, bobot
0,00
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3. Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor 601-700, bobot 0,80;
4. Indeks Penvelenggaraan Pemda dengan skor 501-600, bobot 0,70;
dan

[ndeks Penyelengparasn Pemda dengan skor dibawah 501, boabot
0.60.

ol

V. Perhitungan akhir besaran TPP ASN Pemda dilakukan dengan melakukan
penjumlahan dari total perkalian antara Basic TPP ASN dengan masing-masing
kriteria TPP ASN Pemda Yang |:|1-|:'|i|:|u1:i (b ban kerja, prestasi kerja, kondisi ]{erja,
tempat bertugas, dan/atau kelangkaan profesi), serta dan/atay pertimbangan
objektil lainnva.

V1. PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN KEPADA TIAP PEGAWAI ASN
1. Pemberian TPP ASN
Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan vang ada di
lingkungan Pemerintah Dacrah berdasarkan kelas jabatan didasarkan pada
surat persetujuan Menteri Dalam Negeri yakni Ditjen Bina Keuangan Daerah.

2. TPP ASN tidak diberikan kepada:

a) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daecrah yang nyata-nvata tidak
mempunyai tugas,/jabatan, pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;

b] Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk
sementara atau dinonaktiflean;

c] Pegawai ASN di Iingkungan Pemerintah Deersh vang diberhentikan
dengan hormat atau tidak dengan hormat;

d] Pepawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diperbantukan /diptkerjakan pada InstansifLembaga Negara danfatau
Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan

&) Pepawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di fuar
tangeunggan negara atan dalam bebas tugss untol meojalood s
PErSiapan pensian,

3. Pengurangan TPI* ASN
Penpgurangan Tambahasan Penghasilan diberlakukan kepada:

a) Pegawsa vang tidak masuk kerja pada bulan begalan, maka diberikan
pengurangan tambahan penghasilan:

1) Sehesar 3% [tiga persen) untuk tap 1 {satu) har tidak masuk kerja;
dan

2] Paling banyak scbhesar 100% [serratus persen) untuk tiap 1 (sata bulan
tidak masuk kerja.

b} Pegawai yang terlambat masuk Kerja pada bulan berjalan, maka diberikan
pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikout;

KEETERLAMBATAN LANMA PERSENTASE
[TL} KETERLAMBATAN PENGURAMNGAN
Tl 1 | menit s.d =31 mendt 0,5%
TL2 31 menit 5.d <61 1%
menit

TL 3 | 61 menit s.d <91 1,25%

| me il il .
TL 4 =91 menit dan atau 1,5%

tidak mengisi daftar
| hadir masuk kerja
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c] Pegawai yang pulang kerja sebelum wakrunya pada bulan berjalan,
diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagal beriloat:

LAMA
PULANG SEBELUM M?‘EIIEEE‘?JMN N PERSENTASE
WAKTU (PSW) SEBELUM PENGURANGAN
WARKTUNYA
PSW 1 1 menit s.d =31 menit 0,5%
PSW 2 31 menit s.d =61 o
menit
PSW 3 &1 menit s_.d =9] 1,25%
mcraf
PSW 4 =91 memt dan atau
tidak mengisi daftar 1,55%
hadir pulang kantor

4, Pelaksanaan pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan mengingat

kondisi dan situasi berbagai jenis jabatan di linglungan Pemerintah Daerah
yang sangat beragam, maka pelaksanaan pemberian dan pengurangan
tambahan penghasilan, diatur lebih lanjut dalam peraturan/keputusan
kRepala Daerah masing-masing sesuai karakteristik dan kondisi masing-
masing daerah.

Apabila Pemerintah Daerah akan mengatur pemberian dan pengurangan
tambahan penghasilan diluar ketentuan diatas dilakukan usulan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan
persetujLaEn.

VII. PEMILAIAN TPP ASN

1.

2.

Fembayaran TPP ASN setap bulan dinllal berdasarkan produktviies Kerja

dan disiplin kerja;

Pembayvaran TPP ASN pada angka 1 dibayar berdasarkan pacda:

a] penilaian produktivitas kerja sehesar 70% atau 60% dari besaran TPP
yang diterima Pepawai ASN; dan

b) penilaian disiplin kerja sebesar 30% atau 40% dari TPP yang diterima
Pegawal ASN.

. Pentlaian Produktivitas Kerja dilakulkan berdasarkan:

a) pelaksanaan tugas; dan/atau
b} penilaian dari Pejabat Penilal terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai
vang dipimpinnva.

. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3 hurula antara lain:

a] Uraan tugas jabatan;

b} Indikator kinerja utama;
c| Perjanjian kinerja; atau
d} Indileator kinerja individu.

. Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan targel kinerja individu pada

awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap
tahunnya.

. Penilaien Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran

pERawal

. Kehadiran Pegawal pada saat masuk kerja dan pada ssat pulang kerja.
. Apabila pemerintah daerah akan mengatur penilaian TPP ASN diluar

ketentuan angka 1 s.d angka 7 dapal dilakukan usulan kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk
mendapatkan persetujuan.
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Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilal berdasarkan produktivitas kerja
dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN vang memililkd Jabatan
tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

. Pembayaran TPP ASN bagi CASN dibayarkan sesuai dengan Jahatan vang

Lercanium pada Surat Keputusan Penganglatan sebagai CASN,

. Pemibayaran TPP ASN bagi CASN dibavarkan terhitung mulai tanggal Surat

Pernvataan Menjalankan Tugas.

. Pembavaran TPF ASN bagi CASN formasi jabatan pelaksang dibayvarkan

sebesar B0% (delapan puluh persen| dari nilai TPP kelas jabatannys sampai
dengan terbitnya kepubusan pengangkatan dari CASN menjadi ASN.

. Pembayvaran TPP ASN bagi CASN  formasi jabatan fungsional dibayarkan

schesar BO%™ (delapan puluh persen) dari nilai TPP jebatan lungsional
tersebut.

. Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan

dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP
ASN diberilktan sebesar 100% [seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas
jabatan terendah scsuai jenis jabatan sesuai peraturan  perundang:
undangarn.

. Setiap pegawai ASN vang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara

pada hari kerja dikenakan pengurangann TPP Pegawai ASN sebesar 2% [dua
persen) darl penilaian disiplin kerja.

. Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikutl Apel pada Senin pagi dan Upacara

pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP
ABN dengan melampirkan dokumen pendukung,

. Pelaksana Tugas (PIt) atau Pelaksana Harian [Plh.) atau penjabat diberikan

TPP ASN tambahan, vang menjabat dalam jangka waktu paling singlkat 1

[satu) bulan kalender.

Ketentuan tambahan mengenai TPP ASN, yaitu:

al Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Dacrah, menerima TPP
ASN sebesar B0% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.

b} Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana
Harian (Plh] atau Penjabat pada jabatan setingkat diatasnyva, langsung
atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% [(dua puluh
persen) dari TPP ASN pada jabatan vang dirangkapnya;

c) Pejabat yang merangkap sebagai Pt atau Plh atau Penjabat pada jabatan
setingkal menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh
persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan
yang direngkapnya;

d) Pejabat yang merangkap sebagai Pt atau Plh atau Penjabat pada jabatan
setingkat lebih rendah langsung atau tidak lanpgsung, hanya menerima
TPP ASN pada Jabaten TPP ASN vang tertinggi; dan

e} TPP Pepawai ASN tambahan bagi Pegawai yvang mersngkap schagai Plt
atau Plh atau Penjabal dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat
sebagai Plt atau Flh atau Penjabat

MENTER] DALAM NEGERI

Sinan sesual dengan aslinys td

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
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